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Abstraksi 

 

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan  

ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan di instansi 

pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta. Sedangkan sumber adalah data primer 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan 

tertulis. Populasi dalam penelitian ini adalah kabag keuangan di seluruh instansi 

pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta. Sedangkan teknik Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Accidental Sampling, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan faktor kemudahan, dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) sistem akuntansi pemerintah 

daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah Yogyakarta, yang berarti semakin baik sistem 

akuntansi pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga 

semakin meningkat, 2) akuntanbilitas keuangan mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 

Yogyakarta, yang berarti semakin baik akuntanbilitas keuangan maka 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat dan 3) ketaatan 

peraturan perundang - undangan mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta, yang berarti 

semakin baik ketaatan peraturan perundang - undangan maka akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah juga semakin meningkat. 
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